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KETETAPAN  
MAJELIS PENDIDIKAN PROFESI KEDOKTERAN HEWAN  

PERHIMPUNAN DOKTER HEWAN INDONESIA 
Nomor 01/MP2KH/PDHI/V/2009 

 
Tentang  

 
KETENTUAN PENDIDIKAN PROFESI DOKTER HEWAN,  

PERSYARATAN SUBSTANTIF,  PENDIDIKAN BERKELANJUTAN, SPESIALISASI PROFESI DAN 
KODEFIKASI  

 
 

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa 
 

Majelis Pendidikan Profesi Kedokteran Hewan PDHI 
 
 
 

Menimbang 
 

1. bahwa sebagai bagian integral dari pendidikan nasional, Pendidikan Tinggi Kedokteran 
Hewan Indonesia diharapkan menghasilkan tenaga kesehatan hewan dengan multi-
strata dan multi-kompetensi yang mampu mengisi berbagai tingkatan keahlian, 
kebutuhan, kepentingan dan kewenangan dalam penyelenggaraan kesehatan hewan  di 
seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

 
2. bahwa pada hakekatnya penyelenggaraan kesehatan hewan di Indonesia bertujuan 

untuk melindungi, mengamankan dan menjamin wilayah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia dari ancaman yang dapat mengganggu kesehatan atau kehidupan manusia, 
hewan, lingkungan, dan ekosistemnya;  

 
3. bahwa sehubungan dengan itu, Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia sebagai satu-

satunya organisasi profesi kedokteran hewan sejak didirikan pada tahun 1953 terus 
berbuat sekuat tenaga untuk memaksimalkan sumber daya kesehatan hewan dalam 
mewujudkan manusya mriga satwa sewaka.  

 
4. bahwa selain itu, keberadaan Majelis Pendidikan Profesi Kedokteran Hewan yang 

merepresentasikan perwakilan/permusyawatan kepemimpinan, kepakaran 
kespesialisasian, dan kesungguhan profesi kedokteran hewan sesuai dengan 
kewenangannya mengemban tanggungjawab untuk memantapkan kebijakan organisasi 
dan langkah-langkah strategis yang konfergen. 

 
5. bahwa termasuk dalam kebijakan organisasi dan langkah-langkah strategis tersebut 

adalah membangun kualitas dan gerak langkah profesi medik veteriner yang sinergi 
dengan (a) agenda globalisasi layanan jasa veteriner Asia Tenggara, AFSA 2015, (b) 
implementasi Undang Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2009, (c) 
rencana akreditasi pendidikan dokter hewan Asia, (d) perkembangan program otonomi 
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daerah, (e) penataan sistem pendidikan nasional, serta (f) ancaman emerging-
reemerging diseases sebagai dampak dari perubahan iklim global maupun globalisasi.    

 
6. bahwa berkenaan dengan implementasi Undang Undang Peternakan dan Kesehatan 

Hewan 2009 organisasi profesi dokter hewan mengemban tugas yang strategis dalam (a) 
pelaksanaan sistem kesehatan hewan nasional (siskeswanas); (b) sertifikasi kompetensi 
dan pemberdayaan tenaga kesehatan hewan;  (c) rekomendasi perijinan dan pembinaan 
praktik kedokteran hewan; (d) pembinaan implementasi kode etik dan sumpah/janji 
profesi dokter hewan; serta (e) mempersiapkan naskah akademik Rancangan Undang 
Undang Veteriner dan Praktik Kedokteran Hewan.    

 
7. Bahwa sebagaimana rekomendasi Organisasi Dunia untuk Kesehatan Hewan (OIE), 

organisasi profesi dokter hewan harus mampu menjadi center of excellence dalam 
melakukan bela negara sesuai panggilan profesinya. 

 
 

Mengingat 
 

1. Pembukaan Undang Undang Dasar 1945. 
2. Undang Undang No. 20 Tahun 2004 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 
3. Undang Undang No.18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan; 
4. Undang Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah; 
5. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 
6. Akta Notaris Nomor 41, Tanggal 30 Juni 1999, tentang pengukuhan pendirian 

Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia; 
7. Akta Notaris Nomor 26, Tanggal 27 November 2008, tentang Pengukuhan Keputusan 

Hasil-Hasil Kongres Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia; 
8. Surat Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Departemen Dalam 

Negeri Nomor 111/D.III.2/V/2009, tentang Perhimpunan Dokter Hewan 
Indonesia sebagai Organisasi Profesi Dokter Hewan. 

9. Anggaran Dasar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Tahun 2006; 
10. Kesepakatan PB-PDHI dengan Dekan Fakultas Kedokteran Hewan Seluruh Indonesia 

tentang Standar Kompetensi Dokter Hewan Indonesia, Ujian Nasional dan Pendidikan 
Berkelanjutan, Tahun 1999 yang diperkuat dengan kesepakatan baru di Surabaya 
pada tanggal 20 Desember 2006;  

11. Ketetapan Kongres Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia XIV Tahun 2002 tentang 
Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Kedokteran Hewan Indonesia; 

12. Ketetapan Kongres Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia XV Tahun 2006 tentang 
Standar Kompetensi, Pendidikan Berkelanjutan, dan Majelis Pendidikan Profesi 
Kedokteran Hewan;  

13. Hasil Lokakarya Pendidikan Kedokteran Hewan Indonesia pada tanggal  4 Februari 
2005 di Bogor 

14. Hasil audiensi Pengurus Besar PDHI dengan Pimpinan Organisasi Dunia untuk 
Kesehatan Hewan (OIE) di Jakarta, 3 Mei 2007;  

15. Hasil audiensi Pengurus Besar PDHI dengan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, 
Depdiknas, di Jakarta 15 Mei 2007; 

16. Keputusan Mukernas I Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Periode 2006-2010 di 
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Jakarta, 15-16 Mei 2007; 
17. Lokakarya Majelis Pendidikan Profesi Kedokteran Hewan di Jakarta, 12-13 Juli 2006; 
18. Lokakarya Majelis Pendidikan Profesi Kedokteran Hewan di Bali, 16-17 Juli 2007; 
19. Hasil Pertemuan Dekan Fakultas Kedokteran Hewan dengan Pengurus Besar PDHI di 

Surabaya, 2008. 
 

Memperhatikan 
 

1.  Pentingnya ketentuan Majelis Pendidikan Profesi Kedokteran Hewan sebagai acuan 
penyelenggaraan pendidikan profesi dokter hewan (PPDH) dalam mencapai Standar 
Kompetensi Dokter Hewan Indonesia berdasarkan Kurikulum PPDH dan dikukuhkan 
dengan Pengambilan Sumpah Dokter Hewan sebagai penjabaran implementasi Undang 
Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2009; 

 
2. Pentingnya Ujian Nasional Sertifikasi Kompetensi ketentuan Majelis Pendidikan Profesi 

Kedokteran Hewan sebagai penjabaran implementasi Undang Undang Peternakan dan 
Kesehatan Hewan tahun 2009 dalam perijinan praktik kedokteran hewan; 

 
3. Pentingnya ketentuan persyaratan substantif dalam pendirian dan pengembangan 

Pendidikan Tinggi Kedokteran Hewan Indonesia sebagai rujukan dalam implementasi 
standar pendidikan nasional di bidang Pendidikan Kedokteran Hewan; 

 
4. Pentingnya ketentuan pendidikan berkelanjutan dalam pembinaan praktik kedokteran 

hewan di Indonesia sebagai penjabaran implementasi Undang Undang Peternakan dan 
Kesehatan Hewan tahun 2009; 

 
5. Pentingnya ketentuan Majelis Pendidikan Profesi Kedokteran Hewan tentang 

pelaksanaan spesialisasi profesi kedokteran hewan dan penataan persyaratan jasa 
layanan kesehatan hewan oleh dokter hewan asing sebagai antisiasi diberlakukannya 
globalisasi layanan jasa veteriner Asia Tenggara,  AFAS 2015 dan sebagai penjabaran 
implementasi Undang Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2009; 

 
6. Pentingnya kodefikasi Program Studi Kedokteran Hewan di Indonesia sebagai rumpun 

pengembangan ilmu tersendiri sebagaimana catatan Direktorat Pendidikan Tinggi, 
Depdiknas RI terhadap kodifikasi Kedokteran dan Kedokteran Gigi maupun sebagaimana 
kecenderungan perkembangan sains, teknologi dan pendidikan tinggi kedokteran hewan 
di dunia. 

 
Menetapkan 

 
1.   Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Dokter Hewan di Indonesia merupakan pencapaian 

Standar Kompetensi Dokter Hewan Indonesia (Lampiran-1) berdasarkan Kurikulum 
Program PPDH (Lampiran-2) yang dikukuhkan dengan Pengambilan Sumpah Dokter 
Hewan (Lampiran-3); 

 
2. Sertifikasi Nasional Kompetensi Dokter Hewan (Lampiran-4) selambat-lambat pada tahun 

2010. 
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4. Persyaratan substantif pendirian dan pengembangan Pendidikan Tinggi Kedokteran 

Hewan Indonesia sebagai rujukan dalam implementasi standar pendidikan nasional di 
bidang Pendidikan Kedokteran Hewan (Lampiran-5); 

 
5. Penatalaksanaan Pendidikan Berkelanjutan Kedokteran Hewan (Lampiran-6) sebagai satu 

kesatuan pembinaan praktik kedokteran hewan di Indonesia;  
  
6. Pelaksanaan spesialisasi profesi kedokteran hewan (Lampiran-7) dan penataan 

persyaratan jasa layanan kesehatan hewan oleh dokter hewan asing (Lampiran-8) dalam 
menyongsong  AFAS 2015.  

 
7. Kodefikasi Program Studi Kedokteran Hewan di Indonesia sebagai rumpun 

pengembangan ilmu tersendiri sebagaimana pencatatan Direktorat Pendidikan Tinggi, 
Depdiknas RI pada Kolegium Kedokteran dan Kolegium Kedokteran Gigi maupun 
sebagaimana kecenderungan perkembangan sains, teknologi dan pendidikan tinggi 
kedokteran hewan di dunia. 
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Lampiran-1 
 

KETETAPAN  
MAJELIS PENDIDIKAN PROFESI KEDOKTERAN HEWAN  

PERHIMPUNAN DOKTER HEWAN INDONESIA 
 

Nomor 01-01/MP2KH/PDHI/V/2009 
tentang 

 
 

Standar Kompetensi Dokter Hewan Indonesia 
 

Sebagai berikut: 
 

Pada hakekatnya Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Dokter Hewan (PPDH) di 
Indonesia merupakan pencapaian Standar Kompetensi Dokter Hewan Indonesia berdasarkan 
Kurkulum PPDH dan dikukuhkan dengan Pengambilan Sumpah Dokter Hewan. 

 Penyelenggaraan PPDH merupakan satu kesatuan Pendidikan Tinggi Kedokteran 
Hewan Indonesia (PTKHI).  Karena itu, sebelum menguasai kompetensi medik veteriner,  
seorang calon dokter hewan harus menamatkan kompetensi di bidang sains veteriner pada 
Pendidikan Sarjana Kedokteran Hewan  (S1). 

 PTKHI sebagai wahana pendidikan memiliki karakter yang terbuka terhadap 
pengembangan sains dan teknologi kedokteran hewan.  Karena itu PTKHI akan mengalami 
perubahan yang relevan dengan perkembangan zaman.  Salah satu perubahan yang akan 
selalu dievaluasi adalah kompetensi medik veteriner.  Karena itu setiap perubahan dan 
peralihan zaman perlu ditetapkan standar kompetensi dokter hewan. 

 Didorong oleh tanggungjawab tersebut, Majelis Pendidikan Profesi Kedokteran 
Hewan perlu menetapkan Standar Kompetensi Dokter Hewan Indonesia sebagai berikut: 

 

1. Memiliki wawasan etika veteriner dan pemahaman terhadap hakekat sumpah dan kode 
etik profesi serta acuan dasar profesi kedokteran hewan; 

2. Memiliki wawasan di bidang sistem kesehatan hewan nasional dan legislasi veteriner; 

3. Memiliki keterampilan melakukan tindakan medis yang lege-artis;  

4. Memiliki keterampilan dalam menangani sejumlah penyakit pada hewan besar, hewan 
kecil, unggas, hewan eksotik, satwa liar, satwa aquatik dan hewan laboratorium; 

5. Memiliki keterampilan dalam melakukan: (a) diagnosis klinik, laboratorik, patologik, dan 
epidemiologik penyakit hewan; (b) penyusunan nutrisi untuk kesehatan dan gangguan 
medik; (c) pemeriksaan antemortem dan postmortem; (d) pemeriksaan kebuntingan, 
penanganan gangguan reproduksi dan aplikasi teknologi reproduksi; (e) pengawasan 
keamanan dan mutu produk hewan; (f) pengawasan dan pengendalian mutu obat hewan 
dan bahan-bahan biologis, termasuk pemakaian dan peredarannya; (g) pengukuran 
(assesment) dan penyeliaan kesejahteraan hewan; 



6 

 

6. Memiliki keterampilan dalam komunikasi profesional (professional communication/ 
dialogue); 

7. Memiliki kemampuan manajemen pengendalian dan penanggulangan penyakit strategis 
dan zoonosis, keamanan hayati (biosecurity-biosafety), serta pengendalian lingkungan; 

8. Memiliki kemampuan dalam ”transaksi therapeutik”, melakukan anamnese, rekam 
medik, persetujuan tindakan medik (informed consent), penulisan resep, surat 
keterangan dokter, dan edukasi klien; serta 

9. Memiliki dasar-dasar pengetahuan analisis resiko, analisis ekonomi veteriner dan jiwa 
kewirausahaan (entrepreunership). 
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Lampiran-2 
 

KETETAPAN  
MAJELIS PENDIDIKAN PROFESI KEDOKTERAN HEWAN  

PERHIMPUNAN DOKTER HEWAN INDONESIA 
 

Nomor 01-02/MP2KH/PDHI/V/2009 
tentang 

 
 

Kurikulum Pendidikan Profesi Dokter Hewan 
 

Sebagai berikut: 
 

1.  Pada hakekatnya Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Dokter Hewan (PPDH) di Indonesia 
merupakan pencapaian Standar Kompetensi Dokter Hewan Indonesia berdasarkan 
Kurikulum Program PPDH yang dikukuhkan dengan Pengambilan Sumpah Dokter Hewan. 

2. Kurikulum PPDH terdiri dari komponen yang mencerminkan penjabaran standar normatif, 
maupun indikator pencapaian kompetensi dokter hewan dalam bentuk indikator 
kualitatif dan indikator kuantitatif yang diimplementasikan dalam Satuan Kredit 
Semester (sks). 

3. Lama penyelenggaraan PPDH minimal 12 bulan dengan 25-35 sks PPDH. 

4. Pembobotan sks PPDH dikelompokkan berdasarkan bentuk kegiatan, yaitu (a) PPDH di 
laboratorium/dalam kampus dengan kesetaraan 1 sks = 2 jam/minggu/semester atau 
sama dengan 1 minggu kegiatan dan (b) PPDH di lapangan/luar kampus dengan 
kesetaraan 1 sks = 4 jam/minggu/semester = 2 minggu kegiatan.  

5. Sejalan dengan upaya penyempurnaan kurikulum PPDH perlu dilakukan kajian  terhadap 
kesinambungan antara komponen kompetensi sains veteriner untuk S-1 dengan 
kompetensi medik veteriner.  Selain itu perlu juga dilakukan kajian terhadap 
ketercakupan indikator kualitatif dan indikator kuantitatif yang diimplementasikan 
dalam Satuan Kredit Semester (sks) secara efektif. 
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Penjabaran kurikulum secara detail sebagai berikut: 

 
KURIKULUM NASIONAL PPDH  

 

NO MATA KULIAH SKS 
WAKTU 

(MINGGU) 
KETERANGAN 

I Dalam Kampus 

1 Patologi Veteriner 2 - 3 2- 6  
Di laboratorium patologi atau di lapangan disesuaikan 
dengan bentuk kegiatan  

2 Penyakit Dalam  3 - 4 3 - 7 
Lokasi Koas Di dalam kampus (terintegrasi dengan 
Klinik/Rumah Sakit Hewan) 

3 Bedah 3 - 4 3 - 7 

4 Kesehatan Masyarakat 
Veteriner (Kesmavet)  

4 6 - 8 Laboratorium Kesmavet, RPH dan / RPU, Dinas 
Peternakan, Karantina,  

5 Reproduksi 3 - 4 

2 - 6 Dalam Kampus 

3 – 4 Luar Kampus 

6 Diagnostik Laboratorik 8 6 - 8 
Laboratorium Mikrobiologi dan Laboratorium 
Parasitologi 

II Luar Kampus 5 - 12 11 – 24 Bentuk kegiatan dIsesuaikan dengan masing-masing 
Perguruan Tinggi 

III Ujian Akhir Studi 
DOkter Hewan 

 1 Dalam Kampus  

 J u m l a h 29 - 34 39 - 56  
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STANDAR KUALITATIF & KUANTITATIF  

KURIKULUM PPDH 
 

1.1. KELOMPOK PATOLOGI VETERINER 

Jumlah SKS  : 2 – 3 
Waktu  : 2 - 6 minggu 

STANDAR KOMPETENSI  

KUALITATIF 

KEGIATAN STANDAR 

KOMPETENSI 
KUANTITATIF 

 Mengetahui tata cara nekropsi yang baik dan 
benar. 

 Mampu melakukan nekropsi pada beberapa jenis 
hewan : 

               1. Unggas : 
                      - Katagori ternak 
                      - Katagori satwa liar 
                      - Pet animal 
 
               2. Non Ungas 
                      - Carnivora 
                      - Ruminansia 
                      - Satwa liar 
 
               3. Satwa  Aquatik/Reptil 
 

 Mampu mengambil sampel untuk pemeriksaan 
lanjutan secara baik dan benar. 

 Mampu menginterpretasikan perubahan patologi 
anatomi (PA). 

 Mengetahui tata cara pembuatan sediaan 
histopatologi (HP) secara baik dan benar 

 Mampu mengenali perubahan secara histopatologi 
(HP) 

 Mampu mendiagnosa perubahan morfologi 
jaringan 

 Mampu menyusun laporan nekropsi dan patologi 
secara baik dan benar 

 

 Mengetahui teknik mutakhir untuk pengujian 
patologis. 

 Mampu merangkum, memaknai, meng 
interpretasikan hasil laboratorium lainnya untuk 
membuat diagnosa definitive 

 

 Evaluasi (ujian ) 

 Perkuliahan/ Pembekalan 
 

 
 

 Nekropsi Unggas 

 
 

 

 

 Nekropsi Non Unggas 

 

 

 

 

 Nekropsi Satwa Akuatik/Reptil 
 

 Membaca perubahan 
Histopatologi pada : 
1. Unggas 
2. Non Unggas 
3. Satwa Akuatik/ Reptil 

 
 

 Membuat laporan lengkap untuk 
dipresentasikan 

 
 
 

 
Diskusi :  
     1. Jurnal club 
     2. Kuliah tambahan / tamu 
      3. Kunjungan  
 

 
 
 

 Praktek 

 Teori 

 
 
 
 
 

 Minimal enam (6) kasus 
 
 
 
 
 

 Minimal enam (6) kasus 
 
 
 
 
 
 

 Minimal 3 kasus 
 
 
 
 

 Minimal 3 (tiga) kasus 

 Minimal 3 (tiga) kasus 

 Minimal 1 (satu) kasus 
 
 

 Minimal 1 (satu) kali  
 
 
 
 
 
 

 Minimal 1 (satu) kali 
 

 
Daftar peserta  

Nama Institusi 

Drh. Hamdani Budiman, MP FKH-Unsyiah 

Drh. Bambang Pontjo Priosoeryanto, MS, Ph.D FKH-IPB  & APVI (ONT Patologi) 

Dr. Drh. Wiwin Winarsih, MSi FKH-IPB 

Prof. Dr. Charles Rangga Tabu, MSc., Ph.D FKH-UGM 

Ajik Azmijah, SU., Drh.          FKH-Unair 

Drh. Ida Bagus Oka Winaya, M.Kes FKH-Unud 

Drh. Dewa Made Ngurah Dharma, MSc., Ph.D APVI (ONT Patologi) 



10 

 

1.2. KELOMPOK  KLINIK (PENYAKIT DALAM DAN BEDAH) 

 
SKS  : Penyakit Dalam 3-4 SKS; Bedah 3-4 SKS 
Waktu  : Penyakit Dalam 3-7 Minggu; Bedah 3-7  minggu 
Lokasi Koas : Di dalam kampus (terintegrasi dengan Klinik/Rumah Sakit Hewan) 

 

Kuantifikasi dikelompokkan dalam sistem yang mengalami gangguan  
Bidang Sistem/Organ Jumlah Minimal Kasus 

(kasus/orang) 
Evaluasi 

Kelulusan 
Keterangan 

Penyakit 
Dalam 

Gangguan respirasi 3 100%  

Gangguan digesti 5 100%  

Gangguan urogenital 3 100%  

Gangguan sirkulasi 2 100%  

Gangguan syaraf 2 100%  

Gangguan kulit 5 100%  

Gangguan musculoskletal 3 100%  

Lain-lain (disesuaikan institusi 
masing-masing) 

5 100% Kasus THT, 
ophtalmo, 
dentistry 

Bedah Bedah Mandiri Laparotomi  
(Pre, ope sampai post operatif) 

1 100%  

Bedah Mandiri Pilihan 
(Pre, ope sampai post operatif) 

1 100% Contoh: bedah 
ortopedi, bedah 
tumor, bedah 
ophtalmo, bedah 
dentistry 

 Interpretasi radiografi & USG 
Soft tissue 

4 100%  

 Interpretasi radiografi 
Hard tissue (tulang) 

4 100%  

 Skill lab 
- Intubasi ETT & anesthesia 

inhalasi 
- i.v catheter 
- Kateterisasi jantan 
- Kateterisasi betina 

 
2 
 

2 
2 
2 

 
100% 
100% 
100% 
100% 

 

 

  “Ilmu terapetika veteriner” (nama disesuaikan dengan mata kuliah di tiap PT) sangat penting untuk diberikan pada 

pendidikan profesi dokter hewan. Kompetensi kuantitatif dan GBPP mengambil dari FKH-UNAIR. 

 Untuk penjabaran kuantifikasi lebih rinci akan dibicarakan pada pertemuan kelompok ilmu klinik penyakit dan bedah di 

Yogya, FKH UGM akan bertindak sebagai tuan rumah (CP: Dr. Setyo Budhi, HP 08122703775) . Waktu pertemuan 

bulan Desember 2007 (tentative). 

Daftar peserta  

Nama Institusi Nomor HP E-mail 

Lilik Maslachah FKH-Unair 08563044094 maslachah@telkom.net 

M. Lazuardi FKH-Unair 0856648586714 ardiunair@yahoo.co.uk 

Bambang Setiari FKH-Unair 081330770619 bamsekti@yahoo.com 

I Nyoman Seregig FKH-Unud   

Listriani Wistawan ONT Yudhistira   

Putra Pemayun FKH-Unud 08123985768  

Slamet Riadi Prodi KH UWKS 08123165701  

Syafruddin FKH-Unsyiah 081534033486  

Rusli FKH-Unsyiah 085260109493  

Chusnul Choliq FKH-IPB 08121818260  

Setyo Budhi FKH-UGM 08122703775 drh_s_budhi@yahoo.com 

Deni Noviana FKH-IPB 081584193446 deni@ipb.ac.id 
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1.3. KELOMPOK KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER  

 

 

Nama Program PPDH   : KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER (KESMAVET) 

SKS                           : 4 

Waktu                        : 6-8  minggu 

Lokasi Koas                : Laboratorium Kesmavet, RPH dan / RPU, Dinas    

                                   Peternakan, Karantina,  

  

No STANDAR 

KOMPETENSI 

KEGIATAN KOMPONEN 

KOMPETENSI  

KOMPETENSI 

KUANTITATIF 

1. Mampu 

memahami 

ruang lingkup 

materi 

koasistensi 

Kesmavet (C2) 

Pembekalan  

 

 Kesejahteraan Hewan 

 Pemeriksaan Ante dan 

Post-Mortem 

 Pengawasan 

Keamanan dan Mutu 

Pangan Asal Hewan 

 Epidemiologi dan 

Zoonosis 

 Administrasi Dinas 

Peternakan dan 

Karantina Hewan 

 GMP, SSOP, HACCP 

 

1  Minggu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

Mampu menilai 

dan terampil 

melakukan  

pengawasan 

mutu dan 

kesehatan   

bahan pangan 

asal hewan 

(daging, susu, 

telur) dan 

produk 

olahannya (C6) 

 

Laboratoriu

m 

 

a. Pemeriksaan  

    Kualitas susu 

 Keadaan  

 Susunan 

 Pemalsuan 

 Mikrobiologis 

b.Pemeriksaan  

   Kualitas daging 

 Organoleptik 

 Membedakan/ 

pemalsuan 

 pH 

 Daya Ikat Air 

 Kadar air 

 Awal pembusukan 

 Mikrobiologis 

c. Pemeriksan  

    Kualitas Telur 

 Berat 

 Rongga udara 

 Indeks Putih Telur 

 Indeks Kuning Telur 

 Haugh Unit 

 Grade Telur 

 Mikrobiologis 

 

2 Minggu 

Pengambilan dan 

pemeriksaan 

kualitas sampel  

minimal 2 kali 

 

Pengambilan dan 

pemeriksaan 

kualitas sampel  

minimal 2 kali 

 

 

 

 

 

 

Pengambilan dan 

pemeriksaan 

kualitas sampel  

minimal 2 kali 

 

3 Mampu 

memahami 

kegiatan 

administrasi 

dinas 

peternakan 

(C2) 

Dinas 

Peternakan 

a. Administrasi Dinas 

Peternakan 

b. Kunjungan 

lapangan 

c. Pemeriksaan 

Laboratorium 

 

 1 minggu 
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Mampu 

menganalisis 

epidemiologi 

penyakit hewan 

menular dan 

penyakit  

Zoonosis (C4) 

d. Koleksi data  

analisis 

epidemiologis  

penyakit hewan dan 

zoonosis 

 

 

Minimal 1 

penyakit strategis 

4. Mampu 

menerapkan 

pengukuran 

(assesment) 

dan penyeliaan 

kesejahte-raan  

hewan (C3) 

 

Mampu menilai 

dan terampil 

melakukan  

pemeriksaan 

kesehatan 

ante-mortem  

dan post-

mortem pada 

ternak  sapi / 

kabing /babi / 

unggas (C6) 

 

RPH dan / 

RPU 

(Sapi, 

Kambing, 

Babi, 

Unggas) 

a. Pemeriksaan ante-

,mortem dan pos 

mortem 

b. Pem. Kesrawan 

c. Penilaian kelayakan 

desain RPH dan 

pengolahan limbah 

1 Minggu 

(Kesrawan, ante 

dan pos mortem  

minimal 10 ekor) 

5. Mampu 

memahami 

kegiatan 

administrasi 

karantina (C2) 

 

Karantina 

Hewan 

a. Administrasi 

Karantina Hewan 

b. Kunjungan 

lapangan 

1 minggu 

 

 

TIM PENYUSUN KOASISTENSI KESMAVET 

 

1. Prof. Dr. Drh. Bambang Sumiarto, SU, MSc (UGM) 

2. Drh. Azhari, Msi (Unsyah)  

3. Dr. Drh. Fajar Satrija (IPB) 

4. Drh. Soetji, P., SU (Unair) 

5. Drh. I.B.N. Swacita, MP (Unud) 

6. Drh. I Wayan Suardana, Msi (Unud) 

7. Drh.I Ketut Gunata (Disnak Kab. Badung) 

8. Drh. Ni Wajan Leestyawati, P., Msi (Disnak Prop. Bali) 
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1.4. KELOMPOK DIAGNOSA LABORATORIK 

 

Nama Program PPDH   : KELOMPOK DIAGNOSA LABORATORIK 

SKS                           : 8 

Waktu                        : 6-8  minggu 

Lokasi Koas                : Laboratorium Parasitologi dan Laboratorium Mikrobiologi  

 

Kompetensi Sub 

kompetensi 

Area  

kompetensi 

Komponen 

kompetensi 

Indikator Kuantifikasi 

kompetensi 

Batas 

kelulusan 

Diagnostik Parasitologi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikrobiologi 

1. Diagnostik 

penyakit 

parasiter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Diagnostik 

penyakit 

Bakterial dan 

Viral 

Bekerja dengan 

benar dalam 

prosedur: 

pengambilan, 

pemrosesan 

dan 

pemeriksaan 

sampel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Diagnosis sementara 

yang tepat: 

2. Pengambilan 

sampel/ spesimen 

yang benar, 

3. Pemrosesan sampel/ 

spesimen yang benar 

4. Pemeriksaan 

sampel/spesimen 

yang benar 

5. Interpretasi hasil 

diagnosa 

 

 

 

 

1. Spesies: 

Sapi , Kambing, 

Domba, Anjing, 

Kucing, Unggas.  

2. Target Dx: 

 Ektoparasit 2 

 spp 

 Parasit 

darah/sal 

pencernaan  2 

sampel 

 Helminth  2 

sam-pel 

3. Isolasi, 

identifikasi 

minimal 1 

sampel perorang 

(Virologi)   

4. Isolasi dan 

identifikasi 

minimal 1 

sampel perorang 

(bakteriologi) 

5. Pernah 

melakukan 

pemeriksaan 

serologi 1 kali 

perorang 

75 % (jumlah 

kuantifikasi 

kompetensi dan 

kemampuan 

menjawab pada 

saat ujian 
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1.5. KELOMPOK REPRODUKSI VETERINER 
 

Nama Program PPDH   : KELOMPOK REPRODUKSI VETERINER 
SKS      : 3-4  
Waktu      : 2-6 Minggu (Dalam kampus); 3-4 Minggu (Luar Kampus) 
Lokasi      : Dalam Kampus & Luar Kampus 

 

Kompe-

tensi 

  

Sub 

Kompe

-tensi 

  

Area 

Kompe-

tensi 

  

Komponen 

Kompetensi 

  

Indikator 

  

Kuantifikasi Kompetensi   

rekomen

dasi 

Batas 

Kelulu-

san 

 IPB UGM UNAIR UNUD 

KESE-

HATAN 

HEWAN 

Repro-

duksi 

Vete-

riner 

1. Fisio-

logi Re-

produksi 

1.1 Siklus 

birahi hewan 

coba  (mencit) 

1.1. 1. 

Pemeriksaan 

mikroskopis 

preparat0 ulas  

lendir vagina dari 

mencit dewasa 

normal 

- - Satu 

kali 

pemerik

saan 

Dua kali 

pemeriksa

an 

pilihan 100 % 

benar 

      1.2. Siklus 

birahi ternak 

(sapi) 

1.2. 1. Palpasi 

rektal, meraba 

ovarium, uterus dan 

serviks pada 

berbagai fase siklus 

birahi normal  

10 

kali 

10 

kali 

5 kasus 

untuk 

setiap 

item 

15 kali 10 kali 80% 

benar 

      1.2.Anatomi 

alat kelamin  

(sapi) 

  

  

1 

kali 

  1 kali pilihan  
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  2. Ilmu 

Insemina-

si Buatan 

2.1.Penampung

an/pengambila

n dan 

pemeriksaan 

semen 

2.1..1. 

Melaksanakan 

penampungan/  

pengambilan seme 

pada ternak  sapi/ 

domba/kambing dan 

unggas dan 

memeriksanya 

secara makroskopis 

dan mikroskopis 

3 

kali 

4 

kali 

7 kali 

untuk 

semua 

item 

3 kali 

(sapi,babi

,ayam) 

3 kali 75 % 

benar 

      2.2. 

Pengolahan 

semen 

2.2.1   

Pengenceran semen 

(sapi,domba, 

kambing dan 

unggas) dengan 

berbagai macam 

diluter 

3 

kali 

4 

kali 

1 kali 3 kali 

(sapi,babi

,ayam) 

3 kali 100 % 

benar 

        2.2.2.  Penyim-

panan dalam 

refrigerator  (tempe-

ratur ± 4º C) untuk 

inseminasi semen 

cair/segar. 

3 

kali 

4 

kali 

1 kali 3 kali 

(sapi,babi

,ayam) 

3 kali  

        2.2.3.   

Demonstrasi 

pembuatan frozen    

semen (straw) 

1 

kali 

- 1 kali 1 kali 1 kali  

      2.3. Inseminasi 

buatan pada  

ternak (sapi, 

domba,       

kambing dan 

unggas) 

2.3..4.  

Memasukkkan 

(insersi)  

insemination gun ke 

dalam serviks pada 

posisi 4, pada sapi  

birahi dan tidak 

birahi 

5 

kali 

5 

kali 

5 kali 5 kali 5 kali 80 % 

benar 
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   3. Ilmu 

Kebidan-

an. 

3.1. Palpasi 

rektal pada 

sapi peraga . 

  

3.1.1.a). 

Melakukan perabaan 

seluruh  organ 

reproduksi secara 

sistematis mulat dari 

vagina,serviks 

uterus  tuba falopii 

dan  ovarium. 

1 

kali  

1 

kali  

1 kali  1 kali 1 kali 100 % 

benar 

     3.1.1.b). 

Melakukan perabaan 

pada sapi peraga 

pada berbagai  umur 

kebuntingan 

1 

kali  

1 

kali  

7 kali 1 kali 1 kali 100 % 

benar 

     3.2. 

Peragaan 

pertolongan  

kesukaran 

kelahiran 

(distokia) 

3.2.2.     

Melakukan 

perttolongan  

kesukaran kelahiran 

pada  berbagai situs, 

posisi dan  habitus 

dengan 

menggunakan sapi 

peraga 

1 

kali  

1 

kali  

1 kali 1 kali  1 kali 100 % 

benar 

     3.3. Palpasi 

rektal pada 

sapi yang tidak 

bunting baik 

yang memiliki 

organ 

reproduksi 

normal 

maupun yang 

patologis 

3.3.3.   Melakukan 

perabaan ovarium,  

uterus dan serviks, 

mampu 

membedakannya 

antara organ  

reproduksi normal 

dan patologis 

10 

kali 

10 

kali 

7 kali 15 kali 10 kali 75 % 

benar 
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   3.4. Peme-

riksaan kebun-

tingan 

3.4.1. . Melakukan 

palpasi rektal pada 

sapi sapi dari 

berbagai umur  

kebuntingan 

10 

kali 

20 

kali 

10 kali 15 kali 10 kali 80 % 

benar 

     3.5. Perto-

longan kesu-

karan kelahiran 

(distokia) pada  

sapi 

3.5.1.  .  

Melakukan 

pertolongan  

kesukaran kelahiran 

pada berbagai situs, 

posisi dan habitus 

pada sapi di 

lapangan 

1 

kali 

1 

kali 

Tergant

ung 

pada 

kasus 

1 kali 1 kali Tidak 

wajib. 

 

 

 4. Ilmu 

Kemajiran 

4.1. Diagnosis 

Gangguan 

Reproduksi 

4.1.1.  Melakukan 

palpasi rektal, 

meraba ovarium, 

pada berbagai fase  

siklus birahi dan 

menggambarnya 

10 

kali 

10 

kali 

5 kali 1 kali 5 kali 80 % 

benar 

       4.1.2.  Melakukan 

palpasi rektal  

meraba ovarium, 

uterus  dan  serviks 

untuk mendiagnosis  

adanya 

abnormalitas.pada 

sapi di lapangan 

13 

kali 

(Ter

gant

ung 

pada 

kasu

s) 

10 

kali 

Tergant

ung 

pada 

kasus 

10 kali 10 kali  

      4.2. Terapi 

gangguan  

reproduksi 

pada sapi 

4.2.1. 

Memasukkan 

(insersi) kateter  

secara intra uterin 

pada berbagai  fase 

siklus birahi pada 

sapi 

10 

kali 

10 

kali 

5 kali 10 kali 10 kali  
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PESERTA DISKUSI KELOMPOK PPDH REPRODUKSI 

Prof.Dr.drh.Mas'hud Hariyadi 

Prof.Dr.drh.Pratiwi  

Dr.drh.Tjok Gede Oka Pamayun 

Dr.drh. Iman Supriatna  

Dr.drh.Ligaya Tumbelaka,SpMP,MSc 

drh. Tegu Budipitojo, MP., Ph.D. 
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1.6. KELOMPOK KEGIATAN LUAR KAMPUS 

Gambaran Umum 

Alokasi waktu dan jumlah SKS pada program PPDH masing-masing Fakultas: 

 No FAKULTAS SKS WAKTU (MINGGU) 

1 UDAYANA 29 39 

2 AIRLANGGA 34 49 

3 IPB 32 48 

4 SYIAH KUALA 30 44 

5 GADJAH MADA 27 56 

 

ALOKASI WAKTU DI LUAR KAMPUS  SELAIN PKL 

 NO FAKULTAS SKS WAKTU (MINGGU) 

1 UDAYANA  11 

2 AIRLANGGA  15 

3 IPB 12 24 

4 SYIAH KUALA  12 

5 GADJAH MADA  15 

 

ALOKASI WAKTU DI LUAR KAMPUS UNTUK PKL 

  FAKULTAS SKS WAKTU (MINGGU) 

1 UDAYANA 5 8 

2 AIRLANGGA 6 12 

3 IPB - 4 

4 SYIAH KUALA 6 12 

5 GADJAH MADA  - 
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TOTAL ALOKASI WAKTU DI LUAR KAMPUS 

NO FAKULTAS SKS WAKTU (MINGGU) 

1 UDAYANA - 19 

2 AIRLANGGA - 27 

3 IPB - 28 

4 SYIAH KUALA - 24 

5 GADJAH MADA  15 

 

JENIS MATERI YANG DIPEROLEH SELAMA PPDH DI LUAR KAMPUS 

MATERI PERGURUAN TINGGI DAN ALOKASI WAKTU 

  UDAYANA AIRLANGGA UGM IPB SYIAH K 

SAPI + +/8 MG + +/4MG + 

KUDA - - + +/4MG - 

KAMBING + + + - + 

ANJING + + + +/4MG + 

BABI + -- + - + 

KUCING + + + + + 

UNGGAS +/3MG +/4MG + +/6MG +/4MG 

AQUATIK + + + -  

Sat.LIAR + +/4MG + - + 

DISNAK +/1MG +/1MG + +/1MG +/2MG 

KARANTINA +/1MG +/1MG - - +/1MG 

RPH + +/1MG + +/1MG +/1MG 

PERUSAHAAN +/3MG + + +/4MG + 

Ket : +  ( materi diperoleh ) 

PENJELASAN 

1. Kegiatan di luar kampus untuk setiap FKH pengelola PPDH sangat bervariasi, 

sehingga sulit dilakukan perbandingan yang tegas 

2. Setiap FKH mempunyai Kelebihan dan kekurangan masing-masing dalam 

ragam kegiatan dan sistem pengelolaan 
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3. Jumlah kasus dan ragam kasus yang ditemukan atau dipelajari juga sulit 

diperbandingkan 

4. Keterangan di atas baru sebatas menunjukan jumlah alokasi waktu yang 

dilaksanakan di masing-masing FKH 

 

MASUKAN 

1. Yang sudah berjalan tidak perlu diubah polanya terlalu banyak hanya waktu 

yang disamakan minimal kegiatan di luar kampus selama 20 minggu 

(termasuk di dalamnya kegiatan PKL selama 8 minggu) 

2. Materi tambahan yang didapat disesuaikan dengan potensi yang ada pada 

masing-masing daerah 
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Lampiran-3 
 

KETETAPAN  
MAJELIS PENDIDIKAN PROFESI KEDOKTERAN HEWAN  

PERHIMPUNAN DOKTER HEWAN INDONESIA 
 

Nomor 01-03/MP2KH/PDHI/V/2009 
tentang 

 

Sertifikasi Nasional  
Kompetensi Dokter Hewan  

 
Sebagai berikut: 

 
1. Pada hakekatnya Sertifikasi Nasional Kompetensi Dokter Hewan (SN-KDH) 

merupakan bentuk formalitas evaluasi pencapaian standar kompetensi dokter 
hewan sebagai impelentasi Undang Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan 
Tahun 2009 maupun sebagai antisipasi AFAS 2015 dengan masuknya dokter hewan 
asing berpraktik di Indonesia; 

3. SN-KDH dilaksanakan oleh MP2KH yang secara operasional dimandatkan kepada 
Fakultas Kedokteran Hewan masing-masing universitas; 

4. Kriteria kelulusan SN-KDH adalah lulus dan tidak lulus.  Calon dokter hewan 
dinyatakan lulus jika dapat menyelesaikan dengan benar 75% materi evaluasi yang 
diberikan; 

5. Materi evaluasi disusun dan dikeluarkan oleh MP2KH dengan mengacu pada 
indikator kualitatif dan indikator kuantitatif pencapaian standar kompetensi dokter 
hewan; 

7. Materi evaluasi dapat dijaring atau masukkan dari fakultas, organisasi non-teritorial, 
atau pihak lain yang perhatian terhadap mutu dokter hewan; 

6. Calon dokter hewan yang lulus evaluasi memperoleh Surat Tanda Registrasi 
Veteriner (STR-V) dari PB-PDHI. Surat ini sangat penting untuk memperoleh 
rekomendasi ijin praktik kedokteran hewan dari Pengurus Cabang PDHI; 

7. Pelaksanaan SN-KDH paling lambat diadakan pada tahun 2010. 
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Lampiran-4 
 

KETETAPAN  
MAJELIS PENDIDIKAN PROFESI KEDOKTERAN HEWAN  

PERHIMPUNAN DOKTER HEWAN INDONESIA 
 

Nomor 01-04/MP2KH/PDHI/V/2009 
tentang 

 
 

Pengambilan 
Sumpah/Janji Dokter Hewan  

 
Sebagai berikut: 

 
1. Pada hakekatnya Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Dokter Hewan (PPDH) 

merupakan pencapaian Standar Kompetensi Dokter Hewan Indonesia berdasarkan 
Kurkulum PPDH yang dikukuhkan dengan Pengambilan Sumpah Dokter Hewan; 

 
2. Pengambilan Sumpah Dokter Hewan (PSDH) dilaksanakan setelah calon dokter 

hewan menyelesaikan semua proses akademik PPDH; 
 
3. Pelaksanaan PSDH dilaksanakan oleh Fakultas Kedokteran Hewan masing-masing 

universitas.   
 
4. Pembacaan teks sumpah/janji dipandu oleh pimpinan fakultas dan diikuti oleh calon 

dokter hewan yang didampingi oleh rohaniawan yang mengangkat kitab suci 
agama/kepercayaan yang dianutnya. 

  
5. Setelah membaca sumpah/janji, dokter hewan menandatangani  berita acara bahwa 

yang bersangkutan telah melakukan sumpah/janji dokter hewan dengan sepenuh 
hati.  Penandatanganan ini disaksikan oleh Pimpinan PDHI. 

 
6. Serangkaian dengan acara pokok PSDH tersebut dibacakan Kode Etik Dokter Hewan 

oleh Pimpinan PDHI. 
 
7. Menutup rangkaian acara pokok PSDH dilakukan serah terima dokter hewan baru 

dari Fakultas Kedokteran Hewan kepada Pimpinan PDHI. 
 
8. Teks Sumpah dan Kode Etik Profesi Dokter Hewan adalah sebagai berikut: 
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SUMPAH DOKTER HEWAN INDONESIA 
 

Dengan diterimanya saya masuk profesi kedoktan hewan, saya bersumpah 
  

 Akan mengabdikan diri saya, ilmu pengetahuan dan keterampilan yang saya miliki 
kepada  perbaikan mutu, peringanan penderitaan serta  perlindungan hewan demi 
kesejahteraan masyarakat. 
 

 Akan menggunakan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang saya miliki 
berlandaskan perikemanusiaan dan kasih sayang kepada hewan. 
 

 Akan memberikan pertimbangan utama untuk kesembuhan, kesehatan dan 
kesejahteraan pasien saya, kepentingan tertinggi klien dengan mempertaruhkan 
kehormatan profesi dan diri saya. 
 

 Akan selalu menjunjung tinggi kehormatan dan tradisi luhur profesi Kedokteran 
Hewan dengan memegang teguh Kode Etik Profesi saya. 

 
Sumpah  ini saya ucapkan dihadapan Tuhan Yang Maha Esa. 

 
- 

  
INTISARI  KODE ETIK DOKTER HEWAN INDONESIA 

 

Kewajiban Diri terhadap Profesi  

 Menjunjung tinggi Sumpah Dokter Hewan Indonesia secara keseluruhan (Pasal 2); 

 Menggunakan atau menjalankan profesinya selaras dengan perikemanusiaan, 
kesejahteraan hewan dan pelestarian plasma nutfah Indonesia (Pasal 3); 

 Selalu meningkatkan mutu pelayanan pelayanan medik veteriner dengan cara 
mengikuti perkembangan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir 
kedokteran hewan (Pasal 9); 

 Menghindarkan diri, mencegah dan menolak segala usaha dan kesempatan dalam 
pelayanan medik veteriner yang tidak sesuai dengan Sumpah Dokter Hewan 
Indonesia (Pasal 13); 

 

Kewajiban Diri terhadap Hewan selaku Pasien  

 Menjunjung tinggi anggapan bahwa hewan adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa 
yang disadari sepenuhnya untuk kebahagiaan dan kesejahteraan umat manusia 
(Pasal 2); 
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 Memerlakukan pasien dengan penuh kasih sayang sebagai subyek sebagaimana arti 
tersebut bagi pemiliknya (Pasal 15); 

 Memberikan pertimbangan utama kepada peringanan penderitaan pasien dengan 
menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikuasainya demi sebesar-
besarnya kesehatan dan kesejahteraan hewan seraya memperhitungkan 
kepentingan kesehatan masyarakat veteriner (Pasal 16); 

 Menjalankan pelayanan medik veteriner secara memadai, jujur dan benar menurut 
ukuran kaidah Kedokteran Hewan (Pasal 18); 

 

Kewajiban Diri terhadap Klien  

 Menghargai dan menerapkan klien yang meminta konsultasi medik veteriner pada 
posisi sederajat sebagai penghormatan atas jasa profesinya (Pasal 19); 

 Memberikan penjelasan mengenai status kesejahteraan hewan yang ditangannya 
atau hal-hal yang terkait dengan pelayanan medik veteriner yang dikuasai dan 
dijalankannya (Pasal 22); 

 

Kewajiban Diri terhadap Sejawat Dokter Hewan  

 Menghindarkan diri dari ungkapan yang patut diindikasikan sebagai pencemaran 
nama baik sejawat dokter hewan (Pasal 23 dan 24); 

 Menghindarkan diri dari sikap yang patut diindikasikan sebagai menyembunyikan 
pengetahuan atau teknologi atau pengalaman yang diyakininya benar dalam cara 
menjalankan profesinya sedangkan hal tersebut belum diakui oleh profesi 
kedokteran hewan (Pasal 6); 

 Memberikan bantuan konsultasi pendapat kedua (second opinión) atau rujukan 
medik atas permintaan sejawat dokter hewan sesuai dengan ilmu pengetahuan dan 
teknologi yang dikuasainya (Pasal 25); 

 Menghindarkan diri dari tindakan yang bertentangan dengan atau berpeluang 
merugikan citra profesi dan korps dokter hewan serta merugikan klien yang 
memanfaatkan jasa pelayanan medik veteriner (Pasal  26); 
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Lampiran-5 
 

KETETAPAN  
MAJELIS PENDIDIKAN PROFESI KEDOKTERAN HEWAN  

PERHIMPUNAN DOKTER HEWAN INDONESIA 
 

Nomor 01-05/MP2KH/PDHI/V/2009 
tentang 

 
 

Persyaratan Substansi 
Pendidikan Tinggi Kedokteran Hewan Indonesia 

 
 

Sebagai berikut: 
 

1. Untuk mendirikan dan mengembangkan Pendidikan Tinggi Kedokteran Hewan di 
Indonesia diperlukan persyaratan teknis dan persyaratan substansi; 

2. Persyaratan teknis adalah ketentuan-ketentuan standar pendidikan nasional yang 
ditetapkan oleh Pemerintah cq Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas RI; 

3. Persyaratan substansi adalah ketentuan yang ditetapkan oleh PDHI sesuai dengan 
permintaan yang disampaikan Pemerintah cq Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 
Depdiknas RI; 

4. Persyaratan substansi tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Memiliki kurikulum nasional dan lokal dengan kompetensi sains veteriner untuk 
program Pendidikan Sarjana Kedokteran Hewan maupun kompetensi medik 
veteriner untuk Pendidikan Profesi Dokter Hewan; 

b. Memiliki buku acuan (texbook) untuk setiap mata kuliah yang disebutkan dalam 
kurikulum tersebut; 

c. Memiliki dosen pengajar dengan bidang keahlian yang sesuai dengan mata 
kuliah yang disebutkan dalam kurikulum tersebut.  Apabila kualifikasi dosen yang 
dimaksud belum ada wajib dipenuhi melalui kerjasama dengan perguruan tinggi 
pendamping; 

d. Memiliki perguruan tinggi pendamping sebagai rujukan penyempurnaan dan 
pengayaan kurikulum; standarisasi kompetensi; penyamaan buku acuan; afiliasi, 
substitusi atau komplementasi dosen pengajar; serta keperluan akademik 
lainnya.  Perguruan tinggi pendamping ini adalah Fakultas Kedokteran Hewan 
yang terakreditasi A; 

e. Memiliki kerjasama dengan rumah sakit hewan atau klinik hewan yang 
memenuhi standar dan mendapat rekomendasi PDHI; 
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f. Memiliki kurikulum dengan muatan lokal sesuai dengan potensi dan arah 
pengembangan FKH yang bersangkutan. 

5. Untuk mengefektifkan mencapaian persyaratan substansi direkomendasikan agar 
pendirian Fakultas Kedokteran Hewan baru adalah oleh perguruan tinggi yang telah 
memiliki fakultas kedokteran. Hal ini dimaksudkan untuk efisensi fasilitas 
laboratorium dan peralatan lainnya; 

6. Untuk memperkuat justifikasi persyaratan substansi direkomendasikan agar 
penerimaan mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan dari daerah  disesuai dengan 
besarnya keperluan pembangunan daerah yang relevan dengan bidang pengabdian 
dokter  hewan; 

7. Sebagai contoh simulasi penyusunan kurikulum, maka jumlah sks untuk Pendidikan 
Sarjana Kedokteran Hewan (SKH) sesuai dengan ketentuan pemerintah adalah 140–
160. Kurikulum ini dapat dipecah menjadi Kurikulum Nasional 60-80%  dan 
Kurikulum Lokal sebesar 20-40%.  Adapun jumlah sks untuk Program Pendidikan 
Profesi Dokter Hewan maksimum 40 sks; 

8. MP2KH mengemban tanggungjawab untuk mengevaluasi kebutuhan tenaga 
kesehatan hewan (dokter hewan) dikaitkan dengan kemampuan fakultas dalam 
memenuhi kebutuhan tersebut.  Berdasarkan proyeksi ini MP2KH dapat 
memberikan saran kepada pemerintah perlu dan tidaknya pembukaan fakultas baru. 
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Lampiran-6 
 

KETETAPAN  
MAJELIS PENDIDIKAN PROFESI KEDOKTERAN HEWAN  

PERHIMPUNAN DOKTER HEWAN INDONESIA 
 

Nomor 01-06/MP2KH/PDHI/V/2009 
tentang 

 
 

Penatalaksanaan  
Pendidikan Berkelanjutan Kedokteran Hewan 

 
Sebagai berikut: 

 

1. Secara filosofis, Pendidikan Berkelanjutan Kedokteran Hewan (PBKH) dimaksudkan 
untuk mewujudkan profesionalisme dokter hewan yang ditujukkan dengan motivasi 
untuk meningkatkan kompetensinya sesuai standar nasional, bekerja berlandaskan 
etik profesi dan legalitas berdasarkan perizinan, mengutamakan panggilan 
kemanusiaan dari pada keuntungan, serta menjadi anggota organisasi yang aktif dan 
terus belajar sepanjang hayat; 

2. Secara yuridis, PBKH merupakan sarana untuk memperoleh ijin praktik kedokteran 
hewan atau perpanjangannya sebagai implementasi Undang Undang Peternakan 
dan Kesehatan Hewan Tahun 2009; 

3. Sebagai nilai tambah, sertifikat PBKH dapat dijadikan sarana kenaikan pangkat, 
pencapaian kredit point atau persyaratan sertifikasi yang diperlukan sesuai dengan 
kepentingan masing-masing institusi dimana dokter hewan tersebut bekerja; 

4. Sebagai pengembangan, PBKH ke depan dimaksudkan untuk memperkuat 
spesialisasi bidang kedokteran hewan atau untuk menempuh kualifikasi khusus yang 
disesuaikan dengan implementasi Undang Undang Peternakan dan Kesehatan 
Hewan Tahun 2009, seperti  pengembangan medik konservasi, medik reproduksi, 
forensik veteriner, comparative medicine, penyelia kesehatan masyarakat veteriner, 
penyelia praktik kesehatan hewan oleh paramedis veteriner, penyelia kesejahteraan 
hewan,serta keahlian dalam analisis resiko dan analisis ekonomi veteriner; 

5. Sebagai legalitas, pelaksanaan PBKH perlu dikonfirmasikan kepada PB-PDHI untuk 
diberikan Nomor PBKH dan besaran satuan kredit pendidikan berkelanjutan (SKPB). 
Konfirmasi ini disertai dengan mengirimkan rencana singkat kegiatan (proposal 
singkat) dan riwayat hidup (curiculum vitae) pengisi PBKH ke PB-PDHI; 

6. Sebagai layanan prima, PBKH dapat dilaksanakan oleh Pengurus Cabang PDHI, 
Pengurus Besar PDHI, Pengurus Organisasi Non-Teritorial (ONT), Fakultas 
Kedokteran Hewan, Lembaga layanan jasa kedokteran hewan, Lembaga pemerintah 
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di bidang kesehatan hewan di pusat atau di daerah secara sendiri maupun 
bekerjasama; 

6. Sedapat mungkin PBKH disinkronkan dengan ONT yang berkepentingan atau 
pengembangan disiplin/rumpun ilmu kedokteran hewan di fakultas yang 
bersangkutan; 

7. Lingkup SKPB meliputi seminar, kursus dan pelatihan dalam dan luar negeri, baik 
sebagai peserta maupun sebagai pengisi; 

8. Sebagai pembobotan, SKPB tidak sama dengan sks di fakultas atau instansi lain. 
Penyetaraan tidak bersifat bilateral, tapi multilateral; 

9. Seminar, training, workshop dan kursus di luar negeri yang bersertifikat,  SKPBnya 
dinilai oleh PB PDHI; 

10. PBKH dapat dikatagori sebagai kegiatan lokal, nasional dan internasional.  Disebut 
kegiatan nasional jika pembicara dan peserta seluruhnya berasal dari dalam negeri.  
Disebut kegiatan internasional apabila pembicaranya berasal dari luar negeri; 

 

Penyelenggara Peserta Pembicara Level/Status 

Nasional Nasional/ Internasional Nasional Nasional 

Nasional Nasional/ Internasional Internasional* 
Nasional/ 
Internasional* 

Nasional Nasional/ Internasional Nasional / Internasional* Internasional 

Internasional Nasional/ Internasional Nasional / Internasional* Internasional 

Internasional Internasional Nasional / Internasional  Internasional 

Lokal (1 institusi) Lokal (1 institusi) 
Lokal (1 institusi)/ 
Nasional/ internasional 

Lokal 

*Tergantung rasio pembicara nasional : internasional (Internasional ≥50%) 

 
12. Pembobotan SKPB adalah sebaga berikut: 
 

Topik  Lamanya Kuliah/Praktikum SKPB Nasional SKPB Internasional 

Umum 1 hari K/P 1 + 1 = 2 2 + 2 = 4 

  K/P 1 + 2 = 3 2 + 3 = 5 

Spesifik 1 hari K/P 2 + 1 = 3 3 + 2 = 5 

  K/P 2 + 2 = 4 3 + 3 = 6 

Umum 2 hari K/P 1 + 2 = 3 2 + 3 = 5 

  K/P 1 + 3 = 4 2 + 4 = 6 

Spesifik 2 hari K/P 2 + 2 = 4 3 + 3 = 6 

  K/P 2 + 3 = 5 3 + 4 = 7 
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13. Besaran satuan kredit pendidikan berkelanjutan (SKPB) yang sifatnya maksimal 
setara dengan 0,25 Satuan Kredit Semester (sks) dan perbandingannya dengan credit 
point Australian Veterinary Association (AVA). 

 

No Kegiatan PDHI AVA (Australian Vet. Assoc.) 

1 Seminar Internasional   

    Pembicara                       4 SKPB 4 points 

    Peserta 2 SKPB 1 point 

2 Seminar Nasional     

    Pembicara                       3 SKPB 4 points 

    Peserta 1 SKPB 1 poin 

3 Seminar Lokal   

    Pembicara                       2 SKPB  

    Peserta 0,5 SKPB  

4 Menulis Artikel   

    Internasional 12 SKPB 20 points (peer reviewed) 

    Nasional 8 SKPB 20 points (peer reviewed) 

    Lokal 4 SKPB 4 points (not peer reviewed) 

5 Kursus/Pelatihan   

    Luar Negeri 4 SKPB/6 jam efektif 3 points/hour 

    Dalam Negeri 2 SKPB/6 jam efektif  
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Lampiran-7 
 

KETETAPAN  
MAJELIS PENDIDIKAN PROFESI KEDOKTERAN HEWAN  

PERHIMPUNAN DOKTER HEWAN INDONESIA 
 

Nomor 01-07/MP2KH/PDHI/V/2009 
tentang 

 

Pelaksanaan Spesialisasi Profesi Kedokteran Hewan  
 

Sebagai berikut: 
 

1. Spesialisasi profesi kedokteran hewan di Indonesia (selanjutnya disebut spesialisasi) 
sangat mendesak untuk segera dilaksanakan, sebagai (a) implementasi Undang 
Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2009; (b) antisipasi AFAS 2015, (c) 
pengembangan sains dan teknologi kesehatan hewan, (d) dukungan terhadap 
akreditasi pendidikan profesi dokter hewan (PPDH) tingkat Asia, serta (e) dinamisasi 
organisasi non territorial (ONT) PDHI. 

2. Spesialisasi ditempuh dengan jalur pendidikan profesional spesialis-1 atau spesialis-2 
yang diselenggarakan oleh FKH bekerjasama dengan organisasi non-teritorial PDHI; 

3. Spesialisasi yang diperoleh melalui jalur pendidikan ini hendaknya dibedakan dengan 
kompetensi khusus yang diperoleh dari pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan 
oleh instansi tertentu dalam pemerintah.  Misalnya kompetensi khusus sebagai 
dokter hewan karantina yang diperoleh dari Diklat Deptan RI.  Kompetensi ini lebih 
relevan dikaitkan dengan posisi yang bersangkutan sebagai fungsional ”dokter 
hewan berwenang” di bidang karantina; 

4. Secara ideal pendidikan profesional spesialis diasuh oleh dokter hewan yang 
memiliki gelar spesialis dan/atau diakui masyarakat sebagai dokter hewan yang 
memiliki spesialisasi; 

5. Mengingat Indonesia belum pernah mengembangkan pendidikan spesialisasi 
kedokteran hewan, maka untuk pertama kali dan terakhir kalinya dokter hewan 
yang dipandang memiliki spesialisasi tersebut dilakukan dengan pemberian 
penghargaan gelar oleh PB-PDHI; 

6. Mekanisme penjaringan dokter hewan yang dinilai memiliki spesialisasi dilakukan 
dengan (a) pengajuan khusus oleh ONT atau (b) dokter hewan mengajukan diri 
untuk memperoleh penghargaan gelar spesialis; 

7. Jastifikasi untuk mendukung seorang dokter hewan dinilai memiliki spesialisasi atau  
mengajukan diri untuk memperoleh penghargaan gelar spesialis didasarkan atas  
analisis portofolio/desk analysis yang ditunjang dengan beberapa alternatif kegiatan 
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seperti kunjungan/visit ke tempat praktik, tanya-jawab, dan dilanjutkan dengan   
sidang penilaian kelayakan. 

5. Cakupan analisis portofolio/desk analysis pada intinya dilakukan terhadap daftar 
riwayat hidup  (curiculum viate) dan penguasaan dokter hewan tersebut terhadap 
bidang spesialisasinya.   

6. Analisis terhadap penguasaan bidang spesialisasi, antara lain, (a) mencakup jumlah, 
jenis dan sistem pendokumentasian kasus yang ditangani; (b) jumlah dan bentuk 
pendidikan berkelanjutan yang diikuti; serta (c) banyaknya publikasi, presentasi dan 
bentuk-bentuk client education yang dilaksanakan. 

6. Tim penilai terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang yang ditetapkan oleh PB-PDHI 
atas usulan MP2KH bersama ONT yang berkepentingan. 

7. MP2KH melalui akomodasi PB-PDHI dan/atau ONT yang berkepentingan 
mengumumkan secara terbuka adanya kesempatan spesialisasi bagi dokter hewan 
yang berminat. 

8. Dokter hewan spesialis mengemban tanggungjawab untuk mengembangkan 
spesialisasinya di masing-masing ONT, baik melalui kaderisasi dan pembinaan ONT 
maupun dengan berpartisipasi mengembankan pendidikan profesional spesialisasi 
bersama FKH. 

9. Dokter hewan yang belum lolos seleksi dikatagorikan sebagai dokter hewan senior 
yang dikukuhkan dengan penghargaan dari PB-PDHI.  Dokter hewan ini dapat 
diajukan lagi untuk spesialisasi melalui jalur pendidikan profesional spesialis. 

10. Pelaksanaan spesialisasi ini paling lambat dilaksanakan pada tahun 2010. 
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Lampiran-8 
 

KETETAPAN  
MAJELIS PENDIDIKAN PROFESI KEDOKTERAN HEWAN  

PERHIMPUNAN DOKTER HEWAN INDONESIA 
 

Nomor 01-08/MP2KH/PDHI/V/2009 
tentang 

 
 

Penataan persyaratan jasa layanan kesehatan hewan  
oleh dokter hewan asing 

 
Sebagai berikut: 

 

1. Penataan persyaratan jasa layanan kesehatan hewan oleh dokter hewan asing 
sangat mendesak untuk segera dilaksanakan, sebagai implementasi Undang Undang 
Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2009; dan antisipasi AFAS 2015. 

2. Dokter hewan yang berkewarganegaraan asing dapat menjalankan praktik dokter 
hewan di Indonesia setelah yang bersangkutan memenuhi persyaratan sebagai 
berikut: 

a. Memiliki izin kerja yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang; 

b. Memiliki izin tinggal di Indonesia yang dikeluarkan oleh kantor imigrasi atau 
instansi yang berwenang; 

c. Memiliki surat izin praktik dari negara asalnya; 

d. Memiliki kartu anggota atau surat keterangan sebagai anggota dari organisasi 
profesi dokter hewan dinegaranya;  Termasuk dari surat keterangan tersebut 
adalah tidak terlibat mal-praktik di negara asalnya; 

e. Mampu berbahasa Indonesia dengan lancar baik lisan maupun tulisan; 

f. Menguasai pengetahuan tentang peraturan perundangan NKRI, terutama 
berkaitan dengan bidang kewarganegaraan, perlindungan konsumen, kesehatan 
hewan dan konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya; 

g. Memiliki sertifikat kompetensi dan memperoleh rekomendasi dari PB PDHI. 
Sertifikat kompetensi ditempuh melalui Sertifikasi Nasional Kompetensi Dokter 
Hewan; 

h. Menandatangani pernyataan bahwa selama praktik di Indonesia tidak melanggar 
peraturan-perundangan di bidang kesehatan hewan, perlindungan konsumen,  
konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya serta tidak membawa material 
sumberdaya genetik ke negara asalnya. 


